
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN DAERAH..KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
' 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENCABUTAN 'PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
~ NOMOR 2 6 TAHUN 2007 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

Men imbang 

t 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATl HULU SUNGAI SELATAN, 

a. bahwa dengan telah beralihnya sebagian kewenangan 
Pemerintah Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Pusat 
maupun Pemerintah Provinsi, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sun gai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan berten tangan dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubemur 
, Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0297 /KUM/20 16 
tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai.. Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
~ewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan 
Daerah tersebut; 

., 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Daerah .... tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah paerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indo.nesia Tahun 1945; 

2. Undallg:Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Daru rat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat TI di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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.. 
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Menetapkan 
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4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
~emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); " 

5. ~Peraturan Pemerintah- Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuolik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

" 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

... 
7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

ten tang _ Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
J{ABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

dan 

'BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

MEMUTUSKAN .. 
P~RATURAN DAERAH- KABUPATEN HULU SUNGAI 
SELATAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 
26 TAHUN 2007 TENTANG KEWENANGAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 
SELAT.Ati. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, 

.-Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110), 
' dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . ... 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
, .-Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 

' 

.. 

2)17 

SUNGAI SELATAN, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
TAHUN 2017 NOMOR 3 

NOREG PERATl1RAN DAERAH K.ABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2/2017) 

., 
.. 

.. 

... 



' 
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' PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMQR 3 TAHUN 2017 

.. TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN D~RAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

I. UMUM 

,.,.. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 251 ayat (2) Peraturan Daerah 
Kal:::Tupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih 
tinggi, kepentingan' umum, danfatau kesusilaan dibatalkan oleh Gubemur 
sebagai wakil Pemerintah P>elsat. Dan dalam hal ini sesuai dengan Keputusan 
Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0297 /KUM/2016 tentang 
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 ., 
Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu 

' Sungai Selatan Umum. ' 

Bahwa sesuai ketentuan pasal251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerinta.(lan Daerah setelah keputusan pembatalan 
peraturan kabupatenfkota untuk selanjutnya Kepala Daerah bersama 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasall -
Cukup jelas. 

Pasal 2 .. 
Cu~pjelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH 
' KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 

., 

' 

... 

.. 


